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BUPATI BOALEMO,

bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan
pelayanan dasar kepada masyarakal Bidang Ketahanan
Pangan agar dapat dirasakan secara merata dan lavak,
perlu menyusun Standar Pelayanan Minima! {SPM);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat {1) Peraturan
Menleri Pertanian Nomor 65 /Permentan/OT. 140/12/2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan
Pan,c:;an Provins:  dan Kabupaten/Kola, Pemerinigah
Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayvanan urusan
ketahanan pangan berdasarkan SPM Bidang Ketahanan

Pangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Boalemo tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995  {entang

Penyclenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999

-j tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran

. Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3889); Scbagaimana tclah diubah dengan Undang-undang



N

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahtin 2000 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965 );

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorohtalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 5887}; f



Menetapkan

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Giz,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
188

10. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {(Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor
302);

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43/Permentan/0T.010/08/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan
Dinas Urusan  Pertanian Daerah  Provinsi dah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1330);

12. Peraturan Bupati Boaiemo Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pangan {Berita daerah Kabupaten Boalemo
tahun 2016 Nomor 595).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOALEMO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
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melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.

Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD
adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
koordinasi dan pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Boalemo.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercenmn dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setipa warga secara minimal, yang kualitas
pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan
pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan
mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial,
ekonomi dan pemenntahan.

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak
dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, hasil
dan/atau manfaat pelayanan.

Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis
pelayanan Bidang Ketahanan Pangan secara bertahap sesuai dengan
indikator dan nilai yang ditetapkan.

Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan
dalam SPM Bidang Ketahanan Pangan secara Nasional.

BAB I1I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bidang Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai acuan dalam

pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketahanan

pangan. f



Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan meliputi :

a.

menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan
kepada masyarakat;
menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan
Bidang Ketahanan Pangan;
meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar
Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah:

a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Ketahanan

d.

Pangan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal
yvang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang
Ketahanan Pangan kepada masyarakat;

alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan
kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar Bidang Ketahanan Pangan kepada masyarakat;

dasar penentuan publik dengan prioritas utama bidang ketahanan pangan
kepada masyarakat berbasis kinerja.

acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Ketahanan

Pangan sesuai dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan, meliputi :
a. Jenis pelayanan dasar

b. Indikator

c. Nilai dan

d. Batas waktu Pencapaian.

(2)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

atas: T
a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;

b. Distribusi dan Akses Pangan;



c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan

d. Penanganan Kerawanan Pangan.

Pasal 6
(1) Ketersediaan dan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. indikator SPM yang menunjukan ketersediaan pangan utama (beras}
dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 35.992
Ton serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan
tahun 2022;

b. indikator SPM yang menunjukan penurunan jumlah penduduk rawan
pangan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar
5% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun
2022;

(2) Distribusi dan akses pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf b, terdiri atas :

a. indikator SPM yang menunjukan ketersediaan informasi pasokan, harga
dan akses pangan di daerah dengan nilai pencapaian secara bertahap
sampai dengan sebesar 94,44% serta batas waktu pencapaian secara
bertahap sampai dengan tahun 2022;

b. indikator SPM yvang menunjukan stabilitas harga dan pasokan pangan
dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar
92,53% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan
tahun 2022,

c. indikator SPM yang menunjukan penguatan cadangan pangan dengan
nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 39.591 Ton
serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun
2022.

(3) Penganekaragaman dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

a. indikator SPM yang menunjukan pencapaian skor Pola Pangan Harapan
(PPH) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar
100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan

tahun 2022;



b. indikator SPM yang menunjukan ketersediaan energi perkapita dengan
nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 2400
kkal/kap/hr serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai
dengan tahun 2022.

c. indikator SPM yang menunjukan ketersediaan protein perkapita dengan
nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 63% serta
batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2022.

d. indikator SPM yang menunjukan pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai
dengan sebesar 80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap
sampal dengan tahun 2022.

(4) Penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf d, terdiri atas indikator SPM yang menunjukan penanganan
daerah rawan pangan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai
dengan sebesar 8,57% serta batas waktu pencapaian secara bertahap
sampai dengan tahun 2022;

Pasal 7
Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang
Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 8
Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketahanan pangan berdasarkan SPM
Bidang Ketahanan Pangan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas

Pangan Kabupaten Boalemo.

BAB V
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 9
Dinas Pangan bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian

dan penerapan SPM Bidang Ketahanan.



Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan

bersama SOPD terkait berdasarkan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 11
(1) Dinas Pangan wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target kinerja
penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target kinerja penerapan
SPM Bidang Ketahanan Pangan daerah kepada Gubernur berdasarkan

laporan Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 12
(1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian
target kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan.
(2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 13
Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target
kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal I0 Vovetes? 2017
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Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 2017
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